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PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW

William Marbury mengajukan permohonan kepada MA agar memerintahkan

James Madison selaku Secretary of State untuk mengeluarkan keputusan

pengangkatan dirinya sebagai hakim agung yang telah ditandatangani oleh

Presiden John Adam sebelum digantikan oleh Presiden Thomas Jefferson.

2



PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW

MARBURY vs MADISON
• MA Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh John

Marshall justru membatalkan ketentuan yang mengatur

wewenang MA untuk menerbitkan “writ of mandamus”

kepada eksekutif sebagaimana diatur dalam Judiciary Act

1789 karena bertentangan dengan prinsip separation of

powers.

• Putusan tersebut menjadi dasar tradisi constitutional review

MA Amerika Serikat.

John Marshall

Chief Justice of the Supreme Court of 

the United States
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Agar ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin 
pelaksanaannya, diperlukan organ yang menguji apakah suatu produk hukum 

bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Berdasarkan konstitusi Austria 1920 

dibentuk

“Verfassungsgerichtshoft”

PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW
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PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW 

DI INDONESIA 

Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi

wewenang untuk membanding Undang-Undang.

Soepomo tidak setuju, karena :

• UUD yang disusun tidak menganut prinsip pemisahan

kekuasaan;

• Tugas hakim adalah melaksanakan UU, bukan menguji

UU;

• Pengujian UU bertentangan dengan supremasi MPR;

• Belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman.
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PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW 

DI INDONESIA 

2. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

undangan.

Pasal 5 ayat (1): MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

3. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Perubahan Pertama UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999.

• Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000.

• Perubahan Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pada tanggal 9 November 2001.

• Perubahan Keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
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PERUBAHAN UUD 1945 

Antara lain:

1. Amandemen UUD 1945.

2. Penghapusan doktrin Dwi Fung-

si ABRI.

3. Penegakan hukum, HAM, dan

pemberantasan KKN.

4. Otonomi Daerah.

5. Kebebasan Pers.

6. Mewujudkan kehidupan demo-

krasi.

TUNTUTAN REFORMASI

1. Pembukaan.

2. Batang Tubuh

• 16 bab

• 37 pasal

• 49 ayat

• 4 pasal Aturan Peralihan

• 2 ayat Aturan Tambahan

3. Penjelasan.

SEBELUM PERUBAHAN

1. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR.

2. Kekuasaan yang sangat besar pada

Presiden.

3. Pasal-pasal yang terlalu “luwes”

sehingga dapat menimbulkan

multitafsir.

4. Kewenangan pada Presiden untuk

mengatur hal-hal penting dengan

undang-undang.

5. Rumusan UUD 1945 tentang

semangat penyelenggara negara

belum cukup didukung ketentuan

konstitusi.

LATAR BELAKANG  
PERUBAHAN 

Menyempurnakan aturan dasar

mengenai:

1. Tatanan negara.

2. Kedaulatan Rakyat.

3. HAM.

4. Pemisahan kekuasaan.

5. Kesejahteraan sosiaL.

6. Eksistensi negara demokrasi

dan negara hukum.

7. Hal-hal lain sesuai dengan

perkembangan aspirasi dan

kebutuhan bangsa.

TUJUAN PERUBAHAN

1. Pasal 3 UUD 1945.

2. Pasal 37 UUD 1945.

3. TAP MPR No.IX/MPR/1999.

4. TAP MPR No.IX/MPR/2000.

5. TAP MPR No.XI/MPR/2001.

DASAR YURIDIS

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD
1945.

2. Mempertahankan bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Mempertegas sistem presidensiil.

4. Memindahkan hal-hal normatif
yang terdapat dalam Penjelasan
UUD 1945 ke dalam pasal-pasal.

5. Melakukan Perubahan UUD 1945
dengan cara “adendum”.

KESEPAKATAN DASAR

1. Sidang Umum MPR 1999 

Tanggal 14-21 Okt 1999

2. Sidang Tahunan MPR 2000

Tanggal 7-18 Agt 2000

3. Sidang Tahunan MPR 2001

Tanggal 1-9 Nov 2001

4. Sidang Tahunan MPR 2002  

Tanggal 1-11 Agt 2002

SIDANG MPR

1. Pembukaan. 

2. Pasal-pasal:

• 21 bab

• 73 pasal

• 170 ayat

• 3 pasal Aturan Peralihan

• 2 pasal Aturan Tambahan

HASIL PERUBAHAN
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PRINSIP NEGARA HUKUM

DAN

PRINSIP NEGARA DEMOKRASI

PEMBUKAAN UUD 1945

Alinea IV

“…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”

KEDAULATAN RAKYAT

Pasal 1 ayat (2) UUD1945

KEDAULATAN HUKUM

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

NEGARA DEMOKRASI BERDASARKAN HUKUM

(CONSTITUTIONAL DEMOCRACY)

NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS

(DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT)

Negara Indonesia adalah negara hukum.

NOMOKRASIDEMOKRASI
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STRUKTUR KETATANEGARAAN RI 

(Sebelum Perubahan UUD 1945)

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (SEBELUM PERUBAHAN):

Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

Permusyawaratan rakyat.
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VERTIKAL - HIERARKHIS 

• MPR : Lembaga Tertinggi Negara, pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, penjelmaan

seluruh rakyat, pusat segala kekuasaan negara.

• Dari MPR seluruh kekuasaan negara didistribusikan kepada Lembaga-lembaga Tinggi

Negara (Presiden,DPR, DPA, BPK, MA).



STRUKTUR KETATANEGARAAN RI

(Sesudah Perubahan UUD 1945)

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (SESUDAH PERUBAHAN):

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
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HORIZONTAL - FUNGSIONAL

• Tidak ada lagi pengelompokan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara.

• Kedudukan setiap lembaga negara ditentukan oleh fungsi dan wewenangnya yang diberikan

oleh UUD.

• Masing-masing lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and

balances).



LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

MENURUT UUD 1945

DAERAH

Lingkungan Peradilan 

TUN

Lingkungan Peradilan 

Militer

Lingkungan Peradilan 

Agama

Lingkungan Peradilan 

Umum
Perwakilan 

BPK Provinsi

Pemerintahan Daerah  

Provinsi

DPRDGubernur

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

DPRD
Bupati/

Walikota

TNI/POLRI

dewan 
pertimbangan

kementerian 
negara

badan-badan lain

yang fungsinya

berkaitan dengan

kekuasaan keha-

kiman

KY

UUD 1945

kpu bank 
sentral

DPR DPDMPRBPK MA MKPresiden

PUSAT
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KEKUASAAN KEHAKIMAN

12

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Substansi yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945:

1. Jaminan kebebasan (dalam UUD 1945 digunakan kata “kekuasaan yang merdeka”).

2. Memberikan batasan, bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah

“kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan”.

3. Tujuan penyelenggaraan peradilan adalah “untuk menegakkan hukum dan keadilan”.



KEKUASAAN KEHAKIMAN
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Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.



WEWENANG DAN FUNGSI  MAHKAMAH KONSTITUSI 
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Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD.

3. Memutus pembubaran parpol.

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

menurut UUD.

Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota.

The Guardian of  Constitution

The Final Interpreter of Constitution

The Protector of Citizen’s Constitutional Rights

The Guardian of  Democracy

The Protector of Human Rights

WEWENANG MK FUNGSI MK



KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

PERSPEKTIF HUKUM

Sebagai konsekuensi dari prinsip

“supremasi konstitusi”, dan untuk

menjaga konstitusi diperlukan pengadilan

khusus guna menjamin kesesuaian aturan

hukum yang lebih rendah (UU) terhadap

UUD 1945.

Sebagai bagian dari upaya untuk

mewujudkan mekanisme checks and

balances antar-cabang kekuasaan negara

berdasarkan prinsip “negara demokrasi

berdasarkan hukum” dan “negara hukum

yang demokratis”.

PERSPEKTIF  POLITIK 

15



WEWENANG 

MAHKAMAH AGUNG
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Pasal 24A ayat (1)

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.



KETERKAITAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG
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• Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan masing-masing yang

ditentukan oleh UUD 1945 dan tidak dalam hubungan yang hirarkis, artinya masing-masing

lembaga dalam posisi yang tidak membawahi satu sama lain, tetapi sederajat.

• Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan

pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

• Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan

Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian

peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan

Mahkamah Konstitusi.



KETERKAITAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG
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• Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan

Mahkamah Agung.

• Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai

diucapkan dalam siding pleno terbuka untuk umum.
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ASAS-ASAS

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
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• Ius curia novit;

• Persidangan terbuka untuk umum;

• Independen dan imparsial;

• Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan bebas biaya;

• Hak untuk didengar secara seimbang (audi et alteram partem);

• Hakim aktif dalam persidangan; dan

• Praduga Keabsahan (praesumptio iustae causa).



OBJEK 

DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UUD 1945

UNDANG-UNDANG

1. Produk hukum DPR dan Presiden (Pasal 20 UUD 1945);

2. Semua UU (tidak terbatas sesudah Perubahan Pertama UUD 1945);

3. Perppu;

4. Sudah pernah diajukan (NO, alasan berbeda).

PENGUJIAN FORMIL

PUU yang berkenaan dengan pembentukan undang-

undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan

UUD 1945.

PENGUJIAN MATERIIL

PUU yang berkenaan dengan materi muatan dalam

ayat dan/atau pasal undang-undang yang dianggap

bertentangan dengan UUD 1945.
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PARA PIHAK 

DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

PEMOHON

Pihak yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh

berlakunya undang-undang.

PEMBERI KETERANGAN

Pihak yang menyampaikan keterangan

dan/atau risalah rapat dalam persidangan

berdasarkan permintaan dari Mahkamah.

PIHAK TERKAIT

Pihak yang dirugikan dengan adanya permohonan yang 

diajukan oleh Pemohon.

PERKARA

PUU
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PEMOHON 

DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

PEMOHON

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh

berlakunya undang-undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

2. kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

4. lembaga negara.

23



PEMOHON 

(KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT)

DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

24

1. MASIH HIDUP

• adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-

group feeling);

• adanya pranata pemerintahan adat;

• adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;

• adanya perangkat norma hukum adat;

• khusus pada kesatuan masyrakat hukum adat yang bersifat

teritorial, harus memiliki unsur adanya wilayah tertentu.

2. SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

• diakui berdasarkan UU yang berlaku sebagai pencerminan

perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat

dewasa ini;

• hak tradisional diakui dan dihormati oleh warga kesatuan

masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas,

serta tidak bertentangan dengan HAM.

3. SESUAI DENGAN PRINSIP NKRI

• keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI;

• substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan.

MASYARAKAT HUKUM ADAT

(PUTUSAN MK NO. 31/PUU-V/2007)

KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

[PASAL 18B AYAT (2) UUD 1945]

• SEPANJANG MASIH HIDUP; DAN

• SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN

MASYARAKAT; DAN

• SESUAI DENGAN PRINSIP NKRI.



PEMOHON 

DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

LEGAL STANDING 
(Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005)

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang apabila:

1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan

pengujian;

3. kerugian konstitusional dimaksud harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial

yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

4. ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang

yang dimohonkan pengujian;

5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan

tidak akan atau tidak lagi terjadi.
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PEMBERI KETERANGAN

DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

PEMBERI KETERANGAN 

AD INFORMANDUM

• Di samping Pemberi Keterangan,
Mahkamah dapat mendengar kete-
rangan yang disampaikan oleh pemberi
keterangan ad informandum.

• Pemberi keterangan ad informandum
menyampaikan keterangan dalam
persidangan dengan mengajukan
permohonan kepada Mahkamah atau
diminta oleh Mahkamah.

• Keterangan ad informandum tidak
bersifat mengikat.

PEMBERI KETERANGAN

1. DPR

2. PRESIDEN

3. DPD

4. MPR

DPR, Presiden, DPD, dan MPR
menyampaikan keterangan dan/ atau
risalah rapat dalam persidangan
berdasarkan permintaan dari Mah-
kamah.

PERKARA

PUU
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PIHAK TERKAIT

DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Pihak Terkait adalah pihak yang dirugikan dengan adanya permohonan yang diajukan

Pemohon, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan

sama;

2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur

dalam undang-undang;

3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

4. lembaga negara.
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ISI PERMOHONAN 

DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG 

(PENGUJIAN FORMIL)

1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sekurang-kurangnya memuat:

a. nama pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, nomor telepon (kantor,

rumah, telepon seluler, faksimili) dan/atau surat elektronik;

b. uraian yang jelas mengenai PUU terhadap UUD 1945 yang meliputi:

1) kewenangan Mahkamah dalam melakukan PUU;

2) kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon

yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

3) alasan permohonan (POSITA) bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan

UUD 1945.

c. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (PETITUM) dalam permohonan pengujian formil, yaitu:

1) mengabulkan permohonan pemohon;

2) menyatakan bahwa pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan

pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945; dan

3) menyatakan undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan.

3. Alat bukti sekurang-kurangnya terdiri atas 2 (dua) alat bukti.
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ISI PERMOHONAN 

DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

(PENGUJIAN MATERIIL)

1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sekurang-kurangnya memuat:

a. nama pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, nomor telepon (kantor, rumah,

telepon seluler, faksimili) dan/atau surat elektronik;

b. uraian yang jelas mengenai PUU terhadap UUD 1945 yang meliputi:

1) kewenangan Mahkamah dalam melakukan PUU;

2) kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon

yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

3) alasan permohonan (POSITA) bahwa materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang bertentangan

dengan UUD 1945.

c. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (PETITUM) dalam permohonan pengujian materiil, yaitu:

1) mengabulkan permohonan pemohon;

2) menyatakan bahwa materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian

bertentangan dengan UUD 1945; dan

3) menyatakan bahwa materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan.

3. Alat bukti sekurang-kurangnya terdiri atas 2 (dua) alat bukti. 29



ALAT BUKTI

DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

30

1. Alat bukti dalam perkara PUU berupa:

a. surat atau tulisan;

b. keterangan para pihak;

c. keterangan saksi;

d. keterangan ahli;

e. informasi elektronik;

f. dokumen elektronik; dan/atau

g. petunjuk.

2. Dalam hal alat bukti berupa surat atau tulisan, Pemohon atau kuasanya menyampaikan alat

bukti sebanyak 12 (dua belas) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

b. 11 (sebelas) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti yang telah dibubuhi

meterai.
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Pengajuan

Permohonan Perkara PUU

Penerbitan dan 

Penyampaian AP2L
Pencatatan

Permohonan Perkara PUU

1

Pendataan

Permohonan Perkara PUU

Pemeriksaan

Permohonan Perkara PUU
Penerbitan dan 

Penyampaian AP2BL

PEMOHON

PEMOHON

Perbaikan 

Persyaratan Kelengkapan

Permohonan Perkara PUU

Penyerahan Perbaikan 

Persyaratan Kelengkapan

Permohonan Perkara PUU

Penerbitan dan 

Penyampaian AP2L

Penerbitan dan 

Penyampaian APTD 

disertai 

Pengembalian Berkas 

Pencatatan

Permohonan Perkara PUU 

dalam BRPK

Penerbitan dan 

Penyampaian ARPK

PEMOHON

PEMOHON

Lengkap

Belum

Lengkap

Tidak

Lengkap7 hari

3 hari

Lengkap

3

2

4

4

5

5

5a

5b

6

6

5c

5c

5d

7

8

Penyampaian Salinan 

Permohonan Perkara PUU

kepada DPR, Presiden, 

DPD, MPR, dan MA7 hari

7

PEMOHON

5d
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MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

PENGAJUAN

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

(paling lambat sebelum MK

memerintahkan para pihak

menyampaikan kesimpulan)

Penerbitan dan 

Penyampaian AP2TL
Pencatatan Permohonan

Pihak Terkait

4
Pendataan Permohonan

Pihak Terkait

Pemeriksaan Permohonan

Pihak Terkait
Penerbitan dan 

Penyampaian AP2TBL

PIHAK 

TERKAIT

PIHAK 

TERKAIT

Perbaikan 

Persyaratan Kelengkapan

Permohonan Pihak 

Terkait

Penyerahan Perbaikan 

Persyaratan Kelengkapan

Permohonan Pihak 

Terkait

Penerbitan dan 

Penyampaian AP2TL

Penerbitan dan 

Penyampaian AP2T2L 

disertai 

Pengembalian Berkas 

Pencatatan

Permohonan Perkara PUU 

dalam BRPK

Penerbitan dan 

Penyampaian AP2T

PIHAK 

TERKAIT

PIHAK 

TERKAIT

Lengkap

Belum

Lengkap

Tidak

Lengkap7 hari

3 hari

Lengkap

6

5

7

7

8

8

8a

8b

9

9

8c

8c

8d

10

11

PIHAK 

TERKAIT

8d
TIDAK 

DISETUJUI

Penerbitan dan 

Penyampaian 

KETETAPAN

PIHAK 

TERKAIT

Penerbitan dan 

Penyampaian

KETETAPAN

DISETUJUI

PIHAK 

TERKAIT

1

3

1

2

2

3
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MEKANISME SIDANG I

DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Pencatatan

Permohonan Perkara PUU 

dalam BRPK

14 hari kerja SIDANG I
Sidang Pleno/Sidang Panel

Pemeriksaan Pendahuluan

Penyampaian 

Panggilan Sidang I

kepada Para Pihak

5 hari kerja
PEMOHON 

HADIR

PEMOHON 

TIDAK HADIR

2 X BERTURUT-TURUT

TANPA ALASAN YANG SAH

SIDANG PLENO

Pemeriksaan 

Persidangan

SIDANG PLENO

Pengucapan Ketetapan.

Permohonan Pemohon 

dinyatakan GUGUR.

Pemberitahuan 

Sidang I

kepada Masyarakat
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MEKANISME PERSIDANGAN

DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

SIDANG PLENO/SIDANG PANEL

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

1. Pemeriksaan kelengkapan dan

kejelasan materi permohonan

(sebelum pemeriksaan pokok

perkara).

2. Penjelasan Pemohon mengenai

pokok permohonan dan alat

bukti.

3. Penyampaian nasihat kepada

Pemohon untuk melengkapi

dan/atau memperbaiki permo-

honan.

4. Penyampaian perbaikan permo-

honan oleh Pemohon.

Pemohon memperbaiki

dan/atau melengkapi

permohonan dengan

mengganti permohonan

awal secara utuh dan

menyeluruh.

Pemohon tidak mem-

perbaiki dan/atau me-

lengkapi permohonan.

Permohonan Awal

Permohonan yang 

telah diperbaiki 

dan/atau dilengkapi

Penyampaian Salinan 

Permohonan yang telah 

diperbaiki dan/atau dilengkapi 

kepada DPR, Presiden, DPD, 

MPR, dan MA

7 hari 

kerja

SIDANG PLENO

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

1. Pemeriksaan pokok permohonan beserta

alat bukti yang diajukan.

2. Mendengarkan keterangan para pihak

(Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak

Terkait).

3. Mendengarkan keterangan pemberi kete-

rangan ad informandum.

4. Mendengarkan keterangan saksi.

5. Mendengarkan keterangan ahli.

6. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan,

perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yg

berkesesuaian dg alat bukti lain yg dapat

dijadikan petunjuk.

7. Penyampaian kesimpulan akhir dari para

pihak.

SIDANG PLENO

Pengucapan Putusan

RPH

Pengambilan Putusan

Penyampaian 

Kesimpulan Akhir 

oleh Para Pihak

14 hari 

kerja

7 hari

kerja

Pemohon dapat 

menarik 

permohonannya 

sebelum Pemeriksaan 

Pendahuluan

Penerbitan dan 

Penyampaian APRP 

disertai 

Pengembalian Berkas 

PEMOHON

Pemohon dapat menarik 

permohonannya sebelum para 

pihak menyampaikan 

kesimpulan  akhir

Penerbitan dan 

Penyampaian 

Ketetapan disertai 

Pengembalian Berkas 

PEMOHON

36



37



Setiap putusan Mahkamah memuat:

1. kepala putusan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

2. nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA;

3. identitas pihak;

4. ringkasan permohonan;

5. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;

6. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;

7. amar putusan;

8. hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi, serta Panitera Pengganti;

9. pendapat berbeda, atau pendapat sama dengan alasan berbeda. 38



Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, meliputi:

1. pendirian Pemohon terhadap permohonannya dan keterangan tambahan yang disampaikan di persidangan;

2. keterangan DPR, Presiden, DPD, dan/atau MPR;

3. keterangan ad informandum;

4. keterangan Pihak Terkait; 

5. keterangan saksi dan/atau ahli; dan/atau

6. hasil pemeriksaan alat-alat bukti.

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, meliputi:

1. maksud, tujuan, dan dasar hukum permohonan;

2. kewenangan Mahkamah;

3. kedudukan hukum Pemohon;

4. alasan dalam pokok permohonan;

5. pendapat Mahkamaah;

6. konklusi mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan. 39



1. Ratio Decidendi.
• Merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya

putusan yang dirumuskan dalam amar.

• Bagian pertimbangan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan

mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum.

2. Obiter Dictum.
• Merupakan bagian pertimbangan yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan masalah hukum

yang dihadapi dan karenanya juga tidak berkaitan dengan amar putusan.

• Hal ini sering dilakukan karena digunakan sebagai ilustrasi atau analogi dalam menyusun

argumen pertimbangan hukum.

• Bagian pertimbangan ini tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
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• Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaard).

• Ditolak.

• Dikabulkan.

• Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional).

• Tidak Konstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional).

• Penundaan Keberlakuan Putusan.

• Perumusan Norma dalam Putusan.
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1. PUTUSAN AKHIR

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah yang berkaitan dengan materi muatan dalam

ayat dan/atau pasal dari undang-undang, dan/atau undang-undang yang dimohonkan

pengujian yang telah final dan mengikat (final and binding).

2. PUTUSAN SELA

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah sebelum putusan akhir untuk melakukan

sesuatu yang berkaitan dengan materi muatan dalam ayat dan/atau pasal dari undang-

undang, dan/atau undang-undang yang dimohonkan pengujian yang hasilnya akan

dipertimbangkan dalam putusan akhir.
42



1. Putusan Condemnatoir

• Putusan yang berisi penghukuman terhadap tergugat/termohon untuk melakukan suatu prestasi (tot het

verrichten van een prestatie).

• Akibat dari suatu putusan condemnatoir ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta

tindakan eksekutorial terhadap tergugat/termohon.

• Perkara di MK yang dapat dipandang akan memberikan kemungkinan putusan yang bersifat condemnatoir –

yang memberikan hukuman kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan

– adalah perkara sengketa antar-lembaga negara.

2. Putusan Declaratoir

• Putusan di mana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum.

• Putusan hakim yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, ditolak atau dikabulkan merupakan suatu

putusan yang bersifat declaratoir.

• Sifat declaratoir ini sangat jelas dalam putusan MK tentang perkara pengujian undang-undang. Dalam hal ini,

hakim dengan tegas menyatakan dalam amar putusannya bahwa “materi muatan dalam ayat dan/atau pasal

undang-undang, dan/atau undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

• Setiap putusan yang bersifat declaratoir khususnya yang menyatakan materi muatan dalam ayat dan/atau

pasal undang-undang, dan/atau undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus

merupakan putusan yang bersifat constitutief.

3. Putusan Constitutief

• Putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. 43
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